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BABIV 
PENtJTUP 
1. 	 Kesimpuian 
Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suat'.! kesimrulan 
sebagai berikut : 
1. 	 Frosedur PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat aJalah tcrlebih 
dahulu pengusaha melakukan daya upaya agar tidak terjadi PHK. Apabila 
daya upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka pengusaha harus 
menjelaskan terlebih dahulu maksud PHK dalam sebuah perundingan 
dcngan organisasi pckcrja bila pekcrja yang bersangkutan adalah anggota 
organisasi pekcrja atau dengan pekerja sendiri bila pekerj:1 bukan menjadi 
anggota organisasi pekerja. Apabila perundingan terse but tidak mencapai 
persetujuaTl, maka kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. mengajukan 
pada Depnakcr untuk diperantarai olch pegawai pl.!rantara. Prosedur 
selanjutnya ada1ah tahap pemberian izin PHK oJeh P4D atau P4P, yang 
tentu ~aja pemberian izin ini berdasarkan dari hasil pertir.lbangan dan 
laporan dari proses pcmerantaraan diatas. P4D atau P4P dalam memberikan 
izil1 harus mempertimbangkan dengan mutang dan scadil-adilnya serta 
memperhatikan keadaan dan perkembangan lap..mgan kerja serta 
kepentingan pekerja maupun pengusaha. Apabila salah satu pihak tidak 
menerima putusan PHK, maka dapat mengajukan banding p'ada P~ 
melalui P4D jika yang memberikan izfn P",D. Sedangkan jika yang 
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memberikan izin PHK adalah P4P, maka tidak dimungkinkan banding atau 
kasasi pad a kareoa putusan P4P bersifat final dan mengikat. 
2. 	 Pcrlindungan hukum terhadap hak nom'atif pcketja yang ditahan pihak 
berwajib dalam hal ini berupa hak pekerja atas upah. Dengan 
dikesampingkannya asas praduga tak bersalah dalam penyelesaian PHK 
karena pekerja ditahan pihak berwajib, bukan berarti hak pekerja atas upah 
menjadi terabaikan pula. Selama pekeIja menjalani masa pC'lahanan atas 
pengaduan pengusaha, maka selama izin PHK-nya belum diberikan maka 
penbTUsaha berkewajiban mcmbayar 75 % dari upah. Sedangkan bila 
pekerja ditahan bukan karena pengaduan pengusaha, maka pengusaha 
tidak wajib memberikan upah, melainkan sebagai gantinya memberikan 
bantua,l pada keluarga yang besamya prosentase uang bantuan tergantung 
dari berapa jumlah keluarga yang ditanggung peketja. 
2. Saran 
Dari keseluruhan penuJisan 1m dapat diberikan saran adalah hal-hal 
sebagai berikut : 
1. 	 Penyeiesaian kasus PHK hendaknya memem:.hi prosedpr sesual yang 
ditentukan perundang-undangan. Untuk menjamin efektifitas 
pelaksanaannya, pcrlulah kiranya diberikan sanksi yang tcgas bagi ;Jara 
pihak bila me I anggamya. Kepmenaker 150 tahlln 2000 telah bernsaha 
memenuhi aspirasi kaum lemah yaitu peket:ja dengan cara mempersulit 
PHK secara prosedural. Menjadi lebih baik lagi apabila pas<.il-pasal yang 
mcngatur PHK sccara subtansial dalam arti yang alasan-alasan yang 
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menjadi PHK 6iminimalkan sehingga pengusaha tidak dengan mudah 
mengakses jalur PHK untuk memberhentikan pekerjanya. 
2. 	 Mendapatkan perlakuan yang sama di depaI1 hul:um adalah hak asasi 
setiap manusia. Dengan demikian, asas yang menjamin untuk itu yaitu 
asas praduga tak bersalah mutlak diterapkan tidak terkecuali dalam 
prosedur PHK dengan alasan pekeIja ditahan karena melakukan kesalahan 
berat. Untuk menghindari keengganan pengu~~aha penguscl1a khususnya 
untuk pemenuhan hak nonnatif pekeIja selama penahanan, hendaknya di 
atur pula bahwa pemenuhan hak tersebut hams tetap di laksanakan sampai 
tcrbuktinya kesalahan pekerja di pengadilan dan atau ;zin PHK-nya 
diberikan meskipun jangka wal'iu selama proses penahanan maupun 
proses PHK lebih dari 6 bulan. Apabila pengusaha tidak memenuhinya, 
maka dikenakan sanksi yang tegas 
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